









1.1 Latar Belakang 
Negara Israel merupakan suatu negara yang berdiri dilatarbelakangi oleh adanya 
gerakan Zionisme. Zionisme sendiri adalah berasal dari bahasa latin sion  yang berarti 
bukit. Makna dari bukit tersebut adalah bukit suci  Jerussalem sehingga kaum 
Zionisme menganggap bahwa Jerussalem adalah tanah yang dijanjikan untuk bangsa 
mereka. Gerakan Zionisme mengumpulkan kesadaran dari  para Yahudi di seluruh 
dunia yang diaspora kemudian menyatukan mereka ke dalam satu misi dan gerakan 
Zionisme politik. Gerakan Zionisme politik atas arahan dari Theodore Hertzl, yaitu 
bapak Zionisme modern ini kemudian berkembang pesat. Zionisme politik kemudian 
bergerak dengan berbagai cara dan menggulingkan kekhalifahan Turki Utsmani.1 
Bangsa Israel memiliki pengaruh yang besar  karena mereka memiliki lobi yang 
kuat dengan Inggris. Hal itu disebabkan karena menurut Mallison C. Wheizmann, 
yakni seorang penggerak Gerakan Zionis Inggris dan sekaligus Ketua Perunding 
Zionis (Chief Zionist Negotiator) tersebut berpindah ke Inggris pada tahun 1904 
karena  keyakinannya bahwa hanya negara Inggris saja sebagai negara besar di dunia 
                                                          
1 Suwondo, Sejarah Berdirinya Israel, diakses dalam http://skp.unair.ac.id/repository/Guru-







yang boleh memberi bantuan kepada Zionis. Faktor inilah akhirnya membuat Zionis 
cukup berhasil dalam  merebut Palestina pada masa itu karena adanya dukungan dari 
Inggris.2 Dalam hal ini Inggris menjadi penguat dari gerakan kependudukan yang 
dilakukan Israel di Palestina.  
Dari sinilah dapat dikatakan akar dari kejatuhan  negara Palestina di tangan 
bangsa Israel adalah pada masa melemahnya kekuasaan dari Turki Utsmani akhir 
abad ke 19 yang telah dikalahkan oleh tentara Inggris di bawah pimpinan General 
Allenby sehingga pada masa itu kemudian Palestina berada di bawah kepemimpinan 
British Mandate.3 Secara resmi Pendirian Negara Israel dideklarasikan pada 14 Mei 
1948 setelah berakhirnya mandat dan penarikan pasukan Inggris di Palestina.4 Dalam 
kependudukannya di Palestina, Zionis menjalankan agenda yang  bertujuan untuk 
merebut tanah Palestina yang tertulis pada agenda Zionis selepas dibentuknya Zionis 
Dunia (World Zionist Organizations) secara resmi pada tahun 1897.5  
Kependudukan Israel di Palestina akhirnya menjadi masalah baru karena Israel 
menduduki Palestina dengan perlakuan yang buruk kepada masyarakat Palestina.  
Perlakukan buruk dari Israel tersebut diarahkan kepada warga sipil terutama 
perempuan dan anak-anak. Hal ini menimbulkan  pemberontakan dari masyarakat 
                                                          
2 W. Thomas Mallison and Sally V. Mallison , 1986, The Palestine Problem in International Law and 
World Order, UK : Longman Group Limited, hal.21 
3 Negar Katirai, History of The Israeli-Palestinian Conflict, diakses dalam http://pov-
tc.pbs.org/pov/pdf/promiese/promises-timeline.pdf  (19/3/2017,  23:03 WIB) 
4 Ibid. 
5 James L. Gelvin, 2005, The Israel-Palestinian Conflict One Hundred Years of War (ed. 2), London : 







Palestina. Para negara tetangga Palestina seperti Mesir juga malah melakukan 
perdamaian dengan Israel. Mengetahui hal tersebut  negara Palestina melalui PLO 
(Palestine Liberation Organization)  di bawah pimpinan Yasser Arafat memilih 
untuk keluar  dari Liga Arab, sehingga perang yang mulanya terjadi antara Arab-
Israel kini menjadi perang antara Israel dengan Palestina.6  
Konflik antara Israel dan Palestina  terus mengalami perkembangan, dimana 
Palestina dari masa ke masa semakin terus dijajah oleh Israel. Konflik tersebut bukan 
hanya diwarnai oleh perebutan tanah atau wilayah lagi melainkan sudah melebar 
menjadi konflik identitas atau agama. Hal tersebut terjadi karena Zionis yang 
beragama Yahudi serta Palestina yang beragama Islam  yang masing-masing 
memiliki situs sejaharah yang disucikan oleh agama keduanya  di tanah tersebut. 
Dalam hal ini Yahudi memiliki Tembok Suci yang mereka sakralkan. Sedangkan 
Palestina memiliki Masjid Al-Aqsa yang  sangat disucikan dan dianggap sangat 
berharga bagi kepercayaan mereka.7 
Kependudukan Israel di tanah Palestina ini akhirnya menjadi perhatian dari dunia 
internasional dan  menjadi agenda yang harus diselesaikan oleh PBB. Pada  akhirnya 
usaha tersebut  mengalami kegagalan karena penolakan Amerika Serikat serta Israel 
dan beberapa negara lainnya yang menolak mengakui negara Palestina. Penolakan 
                                                          
6 Herbert C. Kelman, The Israeli-Palestinian Peace Process and Its Vicissitudes ; Insights From 
Attitude Theory, Harvard University,  diakses dalam 
https://scholar.harvard.edu/files/hckelman/files/Vicissitudes.pdf (19/3/2017, 23:00 WIB) 
7 Ajat Sudrajat, Jerusalem : Kota dalam Sengketa, Universitas Negeri Yogyakarta, diakses dalam 
http://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/penelitian/Jerusalem+-+Kota+dalam+Sengketa.pdf 







tersebut berdasarkan pada alasan bahwa Palestina masih belum bisa dikatakan 
sebagai negara karena berbagai permasalahan internal yang terjadi di dalam 
negaranya. Selain itu juga karena berbagai permasalahan lain sehingga dikatakan 
bahwa Palestina harus membenahi diri terlebih dahulu jika ingin mendapatkan 
pengakuan kedaulatan bagi negaranya.8 
Konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina menyita perhatian dunia 
internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut bersimpati dalam 
konflik yang dialami oleh Palestina. Hal ini terjadi karena antara Indonesia dan 
Palestina memiliki hubungan latar belakang sejarah yang kuat, dimana pada masa 
awal kemerdekaan Indonesia, Palestina menjadi salah satu negara di Timur Tengah 
yang menjadi pendukung bagi kemerdekaan Indonesia melalui tokoh-tokoh Palestina 
di masa itu dan bagi Palestina, dukungan Indonesia bagi kemerdekaan mereka sangat 
berarti.  
Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi menaruh perhatian besar 
terhadap Palestina. Konflik yang terjadi di Palestina menimbulkan kerugian bagi 
negara tersebut sehingga menimbulkan simpati bagi Indonesia. Indonesia di bawah 
kepemimpinan Jokowi terus memberikan dukungan dan bantuan kepada Palestina. 
Pada masa kepemimpinan Jokowi dapat dikatakan bahwa Indonesia menjadi lebih 
                                                          
8 M. Hamdan Basyar, Penolakan Israel dan Amerika Serikat Terhadap Permintaan Pengakuan Negara 
Palestina di PBB, diakses dalam http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/timur-tengah/508-
penolakan-israel-dan-amerika-serikat-terhadap-permintaan-pengakuan-negara-palestina-di-pbb 







berani dalam mengambil tindakan nyata. Bukti dari tindakan nyata tersebut adalah 
dengan didirikannya Konsul Kehormatan RI di Ramallah pada tahun 2016. 
Pada satu kesempatan, Presiden Jokowi juga terbilang berani dalam memberikan 
pernyataannya kepada Palestina. Presiden Jokowi juga  mengungkapkan pernyataan 
dukungan tersebut langsung di hadapan Presiden Obama. Pernyataan tersebut 
disampaikan  pada saat acara makan malam dalam rangkaian acara KTT ASEAN-
Amerika Serikat di Sunnyland, California, Amerika Serikat.9 Dalam hal ini Jokowi 
menyampaikan KTT Luar Biasa OKI yang akan dilaksanakan di Jakarta itu akan 
membahas masalah Palestina dan Al Quds. Pada akhir sambutannya, Jokowi berharap 
negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat memberikan kontribusi mereka terhadap 
perdamaian di Palestina.   
Peran Indonesia dalam mendukung perwujudan kedaulatan Palestina digerakkan 
lebih intens lagi. Salah satu upaya dari Indonesia adalah dimana Indonesia telah  
mendirikan Konsul Kehormatan10 RI untuk Palestina di Ramallah yang dipimpin oleh 
Maha Abu-Shusheh. Konsul Kehormatan RI tersebut diresmikan pada tanggal 13 
Maret 2016. Konsul Kehormatan RI ini didirikan sebagai bukti dari dukungan serta 
representasi Indonesia terhadap terwujudnya pengakuan dari kedaulatan Palestina. 
Selain itu juga sebagai penguat dari kerja-sama ekonomi dan sosial antara masyarakat 
                                                          
9 Luqman Rimadi, Di Hadapan Obama, Jokowi Tegaskan RI Dukung Kemerdekaan Palestina, diakses 
dalam http://global.liputan6.com/read/2437796/di-hadapan-obama-jokowi-tegaskan-ri-dukung-
kemerdekaan-palestina (1/4/2017,13.10 WIB) 
10 Warga negara penerima yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Luar Negeri yang memiliki 








Indonesia dengan Palestina, serta sebagai bentuk dari pemberi perlindungan bagi 
WNI yang berada di Palestina.11 
Konsul Kehormatan RI didirikan di Ramallah dengan alasan utama adalah untuk 
mempermudah akses dukungan bagi Indonesia untuk Palestina. Ramallah sendiri 
merupakan ibu kota de facto dari Palestina.12  Letak Ramallah adalah 10 kilometer 
dari bagian utara Yerusalem. Hal ini dapat mempermudah Indonesia untuk 
memberikan berbagai bantuan serta dukungan kepada Palestina agar menjadi negara 
yang merdeka. Seperti yang diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri 
RI Arrmanatha Nassir yang mengatakan bahwa “…Itu akan membuat hubungan 
kedua negara semakin dekat karena dia bisa hadir sebagai wakil Indonesia untuk 
Palestina jika ada acara…”di Kemenlu, Jakarta Selatan pada 10 Maret 2016. Oleh 
sebab itulah Konsul Kehormatan RI didirikan di daerah Ramallah.13 
Didirikannya  Konsul Kehormatan RI  tidak mendapat persetujuan oleh Israel. 
Dalam hal ini Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa “ … Saya tidak perlu 
berbicara dengan Israel untuk mendirikan konsul kehormatan. Ini adalah di 
                                                          
11 Kementerian Luar Negeri Indonesia, Pembukaan Konsul Kehormatan RI di Ramallah, diakses 
dalam http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pembukaan-Konsul-Kehormatan-RI-di-
Ramallah.aspx (19/32017, 11:20 WIB) 
12 Reuturs, Peringati Hari Nakba, Warga Palestina Bentrok dengan Pasukan Israel, diakses dalam 
http://www.voa-islam.com/read/world-news/2013/05/16/24590/peringati-hari-nakba-warga-palestina-
bentrok-dengan-pasukan-israel/#sthash.XiZBsYbP.DGcdWeiP.dpbs (6/9/2018, 22:32 WIB) 
13 Nabila Gita, Alasan Indonesia Bangun Konsulat Kehormatan di Ramallah, diakses dalam 
http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/03/11/496929/alasan-indonesia-bangun-konsulat-







Ramallah, ini adalah urusan Indonesia dengan Palestina… “.14 Tindakan tersebut 
mencerminkan bagaimana konsistennya Indonesia dalam mendukung perwujudan 
dari pengakuan kedaulatan negara Palestina. Konsul Kehormatan RI di Ramallah ini 
menjadi representasi nyata yang dapat membantu serta menjadi penguat bagi negara 
Palestina untuk memperjuangkan hak kedaulatan negaranya di dunia. Konsul 
Kehormatan RI diharapkan dapat menjadi wadah bagi kontribusi Indonesia untuk 
membantu Palestina. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 
berikut Mengapa Indonesia berperan dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina 
melalui Konsul Kehormatan RI di Ramallah ? 
 
1.3 Tujuan  Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan utama yang ingin dicapai yaitu untuk 
mengetahui alasan Indonesia berperan dalam membantu mewujudkan 
kemerdekaan Palestina, terutama dengan didirikannya Konsul Kehormatan RI 
                                                          
14 Andylala Waluyo, Meski Ditolak Israel, Indonesia Resmi Dirikan Konsulat Kehormatan RI untuk 
Palestina, diakses dalam http://www.voaindonesia.com/a/meski-ditolak-israel-indonesia-resmi-







di Ramallah. Selain itu penelitian ini juga menjadi dasar untuk mengetahui 
tujuan serta alasan Indonesia dengan Palestina dalam menjalin hubungan 
kerjasama yang erat baik di bidang politik, sosial, ekonomi serta budaya. 
 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1.3.2.1 Manfaat Akademis  
 Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaiamana peran 
Indonesia dalam membantu kemerdekaan Palestina melalui Konsul 
Kehormatan RI di Ramallah, terutama faktor yang menjadi alasan bagi 
Indonesia dalam membantu kemerdekaan Palestina. Penelitian ini menjadi 
dasar untuk mengetahui  alasan Indonesia dan Palestina saling berkerjasama. 
 
1.3.2.2 Manfaat Praktis 
Penelitian ini memiliki manfaat bagi peneliti sendiri dimana pada 
penelitian ini terkait dengan politik internasional Indonesia yang berperan 
dalam  membantu kemerdekaan Palestina melalui Konsul Kehormatan RI di 
Ramallah. 
 
1.4 Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini disusun dengan menggunakan data-data pendukung dari penelitian-







diklasifikikasikan berdasarkan kepada hal-hal yang terkait dengan penelitian ini. Baik 
berdasarkan jenis, konsep maupun tema yang diangkat oleh penelitian terdahulu. 
Pada penelitian mengenai Peran Indonesia dalam Mewujudkan Kemerdekaan 
Palestina Melalui Konsul Kehormatan RI di Ramallah, peneliti mengumpulkan data 
pendukung berdasarkan dari kesamaan tema yang dibahas dari berbagai penelitian 
terdahulu. Tema tersebut adalah tentang penelitian yang membahas tentang berbagai 
bantuan luar negeri yang diberikan oleh suatu negara untuk Palestina. 
Pada tulisan Identitas Islam Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap 
Palestina, Studi Kasus : Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar 
Biasa Ke-5 Tahun 2016 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta oleh Atep 
Abdurofiq, 15 menjelaskan tentang analisis dari sudut pandang kontruktivis mengenai 
sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam pengambilan kebijakan luar 
negeri. Dalam hal ini Indonesia menjadi tuan rumah pada The 5th Extraordinary 
Summit Organisation of Islamic Cooperation (OIC) On Palestine and Al-Quds Al-
Sharif, di Jakarta pada 7 Maret 2016. Sebagai tuan rumah dari acara tersebut, darisini 
terlihat Indonesia telah  menunjukkan bahwa identitas islam telah masuk ke dalam 
politik luar negeri Indonesia.  
Pada Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menyebutkan : “Bahwa 
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka 
                                                          
15 Atep Abdurofiq, Identitas Islam Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Palestina, Studi 
Kasus : Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Ke-5 Tahun 2016 Organisasi 
Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta, diakses dalam 







penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan 
perikemanusiaan dan perikeadilan.” Dalam hal ini tertulis jelas bagaimana orientasi 
negara Indonesia yang menentang penjajahan serta mendukung penuh atas 
kemerdekaan suatu bangsa. Presiden Joko Widodo berdasarkan atas Pembukaan 
UUD 1945 tersebut dengan tegas memberikan dukungannya terhadap perwujudan 
kemerdekaan Palestina dengan mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia untuk 
memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Presiden Joko Widodo sebelumnya juga 
menyampaikan ketegasannya tersebut  pada saat debat capres Juni 2014.  
Perwujudan dari dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, 
direalisasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan menjadi tuan rumah 
penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja 
Sama Islam (OKI) mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di Jakarta pada tanggal 
7 Maret 2016. Acara tersebut juga merupakan tanggapan dari permintaan Presiden 
Palestina Mahmoud Abbas. Dalam hal ini KTT yang bertajuk :”United for a Just 
Solution”(Bersatu untuk sebuah solusi yang adil) merespon kekhawatiran dari situasi 
mendesak di Palestina yang berpengaruh juga terhadap umat islam di dunia. Dalam 
konferensi ini dibahas mengenai pemecahan masalah mengenai pendudukan illegal 
bangsa Israel atas tanah Palestina.  
Penulis mengambil sudut pandang kontruktivis dalam mengenalisis tindakan 
atau sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia mengenai kebijakan luar negeri 







terkait. Namun, penulis belum melihat langsung kepentingan Indonesia terhadap 
Palestina, hanya saja Indonesia memiliki kepentingan di kawasan Timur-Tengah. 
Orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang merefleksikan identitas islam 
memiliki keuntungan tersendiri bagi negara Indonesia. Indonesia adalah negara 
demokrasi dengan pengaruh islam akhirnya menjadi perhatian tersendiri bagi dunia 
Barat. Selain itu, adanya identitas islam juga membantu mendekatkan Indonesia 
kepada negara kawasan Timur-Tengah. 
Sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar 
Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Palestina dan Al-Qud Al-
Sharif,  kebijakan luar negeri Indonesia terlihat mencerminkan atau merefleksikan  
kepada orientasi kebijakan luar negeri dengan berdasarkan  identitas islam. Menurut 
perspektif kontruktivis sikap dan kepentingan suatu negera didasarkan serta 
dipengaruhi kepada identitas dari negara tersebut. Identitas yang dihasilkan dari 
pemaknaan suatu negara berdasarkan preferensi internal dan eksternal. Dalam hal ini 
identitas islam juga terwujud pada kepentingan Indonesia di negara Timur-Tengah 
karena adanya kepentingan ekonomi serta perlindungan terhadap Tenaga Kerja 
Indonesia di kawasan Timur-Tengah.  
Tulisan ini relevan dengan penelitian karena sama-sama membahas serta 
menganalisis tentang bantuan yang diberikan untuk Palestina oleh Indonesia melalui 
jalur diplomasi. Dalam hal ini pembahasan sama-sama mengarah kepada orientasi 







bebas aktif dan karena itu Indonesia bebas untuk mendukung negara Palestina tanpa 
memihak negara manapun. Tulisan dengan penelitian ini relevan karena tema yang 
dibahas sama-sama berorientasi kepada bantuan yang diberikan untuk mewujudkan 
kemerdekaan Palestina. 
Dalam jurnal yang berjudul Komunikasi Internasional Indonesia untuk 
Palestina Sebagai Negara yang Berdaulat oleh Ica Wulansari, 16 menjelaskan bahwa 
bagaimana analisis perbedaan dari pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia 
dengan berbagai pergantian presiden. Keaktifakn Indonesia dalam mendukung 
Palestina terlihat pada masa Presiden Soekarno yang aktif pada forum KAA 
(Konferensi Asia Afrika) dan OKI (Organisasi Konferensi Islam). Dukungan kepada 
Palestina pada masa Presiden Soekarno terbatas karena Indonesia masih dalam tahap 
pembangunan setelah perang kemerdekaan. 
Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia memiiki jalinan 
hubungan yang erat dengan pihak Barat, dalam hal ini kontribusi Indonesia terhadap 
kawasan Timur Tengah terutama Palestina tidak aktif seperti pada masa Presiden 
Soekarno. Penyebab ketidak-aktifan tersebut adalah karena Indonesia tengah gencar 
dalam melakukan pembangunan dan menarik bantuan serta investasi asing dari Barat. 
Indonesia aktif kembali dalam mendukung kemerdekaan Palestina setelah adanya 
kunjungan dari pimpinan PLO, Yasser Arafat dengan Presiden Soeharto. Kontribusi 
                                                          
16 Ica Wulansari, Komunikasi Internasional Indonesia Dalam Upaya Mendukung Palestina Sebagai 
Negara Yang Berdaulat, Indonesia Center for Middle East Studies, diakses dalam http://ic-








Indonesia mulai direalisasikan dengan didirikannya Kedutaan Besar Palestina di 
Jakarta. 
Kepemimpinan dilanjutkan oleh Presiden BJ. Habibie, kemudian digantikan 
oleh Abdurrahman Wahid, serta selanjutnya adalah Megawati. Masa kepemimpinan 
ketiga presiden tersebut dinilai tidak memberikan kontribusi berarti bagi dukungan 
terhadap Palestina. Pada masa kepemimpinan ketiga presiden tersebut Indonesia 
lebiih berfokus pada permasalahan internal yang terjadi di dalam negeri. 
Barulah kemudian di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, Indonesia meningkatkan dukungannya terhadap Palestina serta menjalin 
dan menjaga komunikasi yang efektif bagi kedua negara. Dalam hal ini, Indonesia di 
bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono lah mengalami pembaruan dan 
peningkatan dalam membantu terwujudnya  kemerdekaan Palestina. Sebagai negara 
yang bebas aktif, Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri yang bertujuan 
untuk menciptakan perdamaian dunia. Salah satunya adalah kontribusi Indonesia 
dalam mendukung dan membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina. Tulisan ini 
relevan dengan penelitian karena memiliki persamaan dari arah kebijakan politik luar 
negeri yang diambil yaitu untuk membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina. 
Dalam tulisan Keterlibatan Pemerintah Indonesia Dalam Proses Perdamaian 







Wibowo,17 menjelaskan tentang hal apa yang mendasari Indonesia untuk ikut terlibat 
dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan pada latar belakang sejarah yang panjang, 
konflik antara Israel dengan Palestina memiliki permasalahan yang komplek. Dalam 
konflik Israel-Palestina terdapat banyak aspek yang terlibat di dalamnya. Pemecahan 
masalah yang ada dirasakan hanya bersifat sementara sehingga kemudian konflik 
kembali memanas lagi diantara keduanya.  
Dalam hal ini, Indonesia memutuskan untuk mengambil peran dari 
penyelesaian konflik Israel-Palestina. Sebagai negara dengan mayoritas umat 
Muslim, Indonesia memiliki kedekatan tersendiri dengan negara Muslim lainnya 
terutama di wilayah Timur-Tengah. Indonesia merupakan anggota aktif dari berbagai 
organisasi dunia seperti PBB, OKI dan organisasi dunia lainnya yang bersifat 
bilateral hingga multilateral. Selain itu Indonesia juga aktif dalam Gerakan Non-Blok 
(GNB). Indonesia  merupakan negara di Asia Tenggara yang juga memiliki pengaruh 
yang cukup kuat dalam perekonomian global karena keberhasilan Indonesia masuk 
menjadi anggota G-20 bersama dengan negara-negara besar lainnya. 
Memiliki pengaruh yang cukup kuat, akhirnya Indonesia dipercaya untuk ikut 
terlibat dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Melalui berbagai forum serta 
pertemuan bertaraf internasional, Indonesia berkomitmen dengan pendiriannya untuk 
mewujudkan kemerdekaan Palestina. Dalam hal ini Indonesia menyerukan 
                                                          
17I Gede Sumertha, Ahmad Ismadi ,Hilaria Ananda Wibowo, Keterlibatan Pemerintah Indonesia 
Dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina, diakses dalam 
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penyelesaian masalah dengan two-state solution. Mengenai hubungan Indonesia 
dengan masing-masing negara, Indonesia dengan Palestina dan Israel memiliki 
masing-masing hubungan kerja sama yag baik. Indonesia dengan Palestina semakin 
bertambah erat apalgi setelah dibukanya Konsulat Kehormatan RI di Ramallah di 
tahun 2016. Indonesia dengan Israel juga memiliki hubungan kerja sama seperti kerja 
sama dalam fertigasi, teknologi, ekonomi dan pariwisata, maupun pertahanan.  
Atas dasar konstitusi negara, Indonesia mempertegas sikapnya dengan 
menyatakan dukungannya terhadap perwujudan kemerdekaan Palestina. Dukungan 
tersebut direalisasikan melalui berbagai bidang. Pada aspek politik, Indonesia 
menyuarakan dukungannya untuk Palestina melalui forum atau pertemuan 
internasional. Pada aspek kemanusiaan, Indonesia memberikan bantuan kepada 
Palestina seperti pembangunan rumah sakit, bantuan obat-obatan maupun pemberian 
donasi berupa uang. Dari beragam jenis bantuan yang diberikan, Indonesia terhambat 
oleh berbagai kendala yang ada. Hal ini disebabkan oleh pengaruh Indonesia yang 
tidak begitu kuat di ranah internasional. Pada akhirnya penyelesaian masalah yang 
disuarakan oleh Indonesia masih belum bisa direalisasikan sepenuhnya.  
Tulisan ini relevan dengan penelitian mengenai Peran Indonesia dalam 
mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui Konsul Kehormatan RI di Ramallah. 
Hal ini dikarenakan tulisan dengan penelitian sama-sama membahas tentang upaya 
yang dilakukan Indonesia demi membantu Palestina. Persamaan upaya yang 







Semua upaya yang dilakukan oleh Indonesia tersebut memiliki tujuan yaitu untuk 
membantu kemerdekaan Palestina.   
Dalam karya tulis  yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap 
Konflik Palestina Pasca Agresi Israel Di Jalur Gaza (2008) oleh Muhammad Imam 
Noviar18  menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri yang diambil oleh Indonesia 
untuk Palestina pasca agresi Israel. Dalam hal ini Indonesia menganut politik luar 
negeri bebas aktif yang berarti bahwa Indonesia merupakan negara non-blok yang 
tidak memihak kepada negara manapun. Indonesia juga dalam prinsipnya mendukung 
terciptanya perdamaian dunia serta menentang adanya penjajahan. Prinsip tersebut 
terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 
Mengenai konflik Palestina dengan Israel, Indonesia memiliki perhatian 
khusus terutama kepada Palestina. Pada tahun 2008 masa kepemimpinan Susilo 
Bambang Yudhoyono, Indonesia meningkatkan bantuan serta dukungannya terhadap 
Palestina. Kontribusi Indonesia tersebut seperti menyuarakan perdamaian bagi 
Palestina pada forum-forum internasional, menjalin kerjasama dengan PLO dan OKI, 
serta keaktifan Indonesia dalam berbagai forum multilateral.  
Indonesia dengan Jepang membentuk komite Indonesia-Palestina-Jepang 
dalam forum Conference on Cooperation among East Asian Countries for 
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Palestinian Development (CEAPAD). Kerjasama ini memiliki tujuan untuk 
mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia Palestina. Selain itu Indonesia 
juga mengajak negara anggota ASEAN untuk turut membantu dalam penyelesaian 
konflik Palestina. Tulisan ini relevan dengan penelitian karena sama-sama membahas 
tentang usaha Indonesia dalam membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina 
melalui jalur diplomasi.  
Dalam tulisan Multy-Track Diplomacy Indonesia Terhadap Palestina dari 
Era Soeharto sampai Jokowi oleh Musa Hasyim,19 menjelaskan tentang bagaimana 
dinamika hubungan negara Indonesia dengan negara Timur-Tengah yaitu Palestina. 
Hubungan kerja sama tersebut terjalin dengan beragam dinamika serta dipengaruhi 
oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Negara Indonesia menganut politik 
bebas aktif yang berarti bahwa Indonesia adalah negara non-blok serta akan selalu 
menjaga perdamaian dunia dengan bersahabat kepada segala bangsa. Sehingga 
dengan demikian, Indonesia tidak setuju dengan adanya penjajahan bangsa Israel 
terhadap Palestina namun Indonesia tetap bersikap netral karena berdasarkan pada 
prinsip bebas aktif.  
Latar belakang munculnya multy-track diplomacy adalah pada masa perang 
dunia serta bersamaan dengan munculnya ide-ide mengenai demokrasi. Adanya 
multy-track diplomacy mempermudah untuk mencapai kesepakatan atau sebuah 
                                                          
19 Musa Hasyim, Multy-Track Diplomacy Indonesia Terhadap Palestina dari Era Soeharto sampai 
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kepentingan negoisasi yang tidak harus dilakukan secara formal. Multy-track 
diplomacy menjadikan peran dari aktor-aktor non-pemerintah seperti NGO, LSM, 
media massa bahkan individo sekalipun, dapat ikut terlibat dalam pengambilan 
keputusan. Melalui multy-track diplomacy, Indonesia dapat ikut berperan serta 
menjadi bagian dari perdamaian dan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Hal ini 
disebabkan oleh penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim dan dapat ikut juga 
terlibat dalam membantu perdamaian konflik. 
Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia kerap mengadakan pertemuan 
bilateral dengan Israel dengan tujuan utamanya yaitu peningkatan hubungan dagang. 
Berbagai pertemuan tersebut dibantah oleh pemerintah Indonesia meskipun telah 
diberitakan oleh berbagai media asing. Atas dasar tersebut, masyarakat Indonesia 
melakukan protes terhadap pemerintah Indonesia, terutama masyarakat Muslim. 
Dalam hal ini pemerintah Indonesia mendapat banyak kecaman dari masyarakat. 
Masyarakat Indonesia yang tergabung dalam berbagai LSM, menolak keras adanya 
hubungan dagang dengan Israel sehingga dalam hal ini multy-track diplomacy di 
masa Soeharto menjadi tidak seimbang. 
Indonesia di bawah kepemimpinan Habibie memiliki peran yang sedikit 
mengenai konflik Israel-Palestina. Hal ini disebabkan oleh masalah integritas wilayah 
di Indonesia yang harus segera diselesaikan. Pencapaian Habibie adalah 
keberhasilannya dalam membentuk Forum D-8 bersama PM Turki Erdogan, adapun 







masa kepemimpinan Gus Dur, Indonesia dinilai tidak maksimal dalam menyelesaikan 
konflik Israel-Palestina, hal ini disebabkan oleh keinginan Gus Dur yang juga ingin 
membuka hubungan dagang dengan Israel sehingga menuai protes dari masyarakat 
Indonesia.  
Pada masa kepemimpinan Megawati, Indoesia mulai menekankan identitas 
islam bagi politi luar negerinya dengan mengedepankan kepentingan islam pada 
berbagai fenomena terorisme yang terjadi. Dalam hal ini Megawati mengadakan 
Konferensi Internasional para pakar Islam berkerja sama dengan NU. Tujuan 
diadakannya konferensi tersebut adalah pembuktian Indonesia mengenai agama islam 
yang tidak mengajarkan kekerasan serta terorisme. Indonesia juga menyangkal 
identitas teroris yang melekat pada Palestina. Indonesia beranggapan bahwa Palestina 
berjuang untuk kemerdekaan wilayahnya, bukan sebagai teroris. 
Mekanisme multy-track diplomacy pada masa SBY dilakukan melalui 
berbagai jalur. Kepedulian Indonesia kepada Palestina sangat terlihat dimana 
dukungan Indonesia tersebut bergerak dari level pemerintahan, non-pemerintahan, 
bisnis, individu, pendidikan, aktivisme, agama bahkan pada level komunikasi serta 
media. Jalinan hubungan kerja sama dengan Israel didasarkan kepada beberapa syarat 
yang memiliki kepentingan terhadap kemerdekaan Palestina. Selain itu Indonesia 
juga aktif di berbagai pertemuan dan berbagai forum internasional dalam mendukung 







Indonesia juga turut aktif dalam mendukung perihal apa saja yang berhubungan 
dengan kemerdekaan Palestina. Begitu pula dalam jalur bisnis dan jalur lainnya.  
Di masa pemerintahan Jokowi, Indonesia melanjutkan upaya-upaya yang 
dilakukan pemerintahan Indonesia di masa sebelumnya dalam mendukung 
pencapaian dari kemerdekaan Palestina. Dukungan tersebut bergerak di berbagai jalur 
dan semua level dalam negara Indonesia. Pada masa Jokowi, Indonesia juga 
mendirikan Kedutaan Besar RI untuk Palestina di Amman, Yordania. Selain itu 
Indonesia juga mendirikan Konsulat Kehormatan RI di Ramallah. Peningkatan 
bantuan kepada negara Palestina juga digerakkan dalam berbagai bidang kepentingan 
seperti bantuan pembangunan dan lain sebagainya. Di masa Jokowi, Indonesia 
terlihat sangat mendukung penuh pencapaian kemerdekaan di Palestina serta 
terjadinya peningkatan bantuan yang diberikan kepada Palestina.  
Tulisan ini relevan dengan penelitian karena sama-sama membahas tentang 
bantuan  yang diberikan untuk Palestina. Kebijakan luar negeri Indonesia sejak 
dimasa kepemimpinan Soeharto hingga di masa Jokowi berkomitmen untuk tetap 
mendukung kemerdekaan Palestina. Meskipun terjadi perbedaan upaya yang 
diberikan namun tujuannya tetap sama. Kemerdekaan Palestina yang diupayakan oleh 
Indonesia melalui berbagai jalur, terutama melalui jalur diplomasi. Orientasi 
kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan 








Dalam tulisan Eskalasi Kekerasan Israel dan Palestina : Kompleksitas 
Masalah dan Respons Indonesia oleh Poltak Partogi Nainggolan,20 menjelaskan 
tentang bagaimana respon dari Indonesia mengenai kekerasan Israel di Palestina. 
Dalam hal ini sebelumnya telah terjadi serangan membabi buta oleh Israel di tanah 
Palestina dengan menjalankan sistem pertahanan rudal kubah besi (Iron Dome). Aksi 
Israel tersebut dilatarbelakangi oleh pembalasan serangan dari Hamas yang juga 
sebelumnya melancarkan serangan ke Israel. Israel dalam hal ini menculik dan 
membunuh beberapa remaja Palestina sehingga kemudian Hamas juga melakukan 
penculikan dan membunuh 3 remaja dari pihak Israel.  
Pihak Israel dan Hamas saling berbalas melakukan serangan yang 
menewaskan banyak penduduk sipil. Pihak Israel hingga 8 Juli 2014, melancarkan 
serangan yang mengakibatkan 500 korban jiwa. Para korban tersebut diantaranya 
termasuk 150 warga sipil serta 31 anak-anak. Sedangkan korban yang mengalami 
luka-luka mencapai 1.500 orang. Dari pihak Hamas sendiri telah membunuh 10 
tentara Israel dengan 76 serangan roket Hamas. Dalam hal ini korban jiwa lebih 
banyak berjatuhan dari Palestina. Israel telah melancarkan lebih dari 1.300 serangan 
udara dibandingkan oleh Hamas yang menembakan hampir 1.000 roket. Namun, 
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serangan udara yang dilancarkan oleh Israel tidak dapat dicegat dan mengakibatkan 
banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dari pihak Palestina.  
Mengenai konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina menimbulkan 
simpati dari warga dunia, terutama negara Indonesia. Dalam hal ini Capres Jokowi 
menyatakan dukungannya secara penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Jokowi 
menyampaikan bahwa Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan terhadap 
korban dari kekerasan Israel di Palestina dengan menggunakan anggaran dana dari 
sisa kampanye. Sementara, Capres Prabowo mengecam keras tindakan yang 
dilakukan oleh Israel. Dalam hal ini, Capres Prabowo bersama dengan Aburizal 
Bakrie menyatakan akan memberikan sumbangan masing-masing sebesar Rp. 1 
milyar untuk rakyat Palestina.  
Selain itu, aksi solidaritas untuk Palestina juga bermunculan di Banda Aceh, 
Banyuwangi, Tasikmalaya, Serang dan beberapa daerah di Indonesia lainnya. 
Pemerintah Indonesia sendiri dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono telah melakukan berbagai upaya diplomasi untuk membantu Palestina. 
Hal ini dimaksudkan agar Israel segera menghentikan serangannya di tanah Palestina. 
Berbagai bantuan juga disalurkan yaitu uang sebesar 1 juta dolar AS untuk Palestina. 
Penulis berpendapat bahwa penderitaan memperjuangkan kemerdekaan Palestina ini 
seharusnya bisa menyatukan faksi-faksi di Palestina untuk memperjuangkan suara 







bahwa kapasitas dan kapabilitas pihak yang berkonflik tidak berimbang satu sama 
lain.  
Tulisan ini relevan dengan penelitian karena pembahasan yang sama yaitu 
mengenai bantuan yang diberikan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestna. Hanya 
saja berbeda pendekatan dan caranya. Dimana dalam tulisan ini pendekatan dilakukan 
dengan melalui berbgai jalur selain jalur diplomasi. Sedangkan penelitian 
menggunakan jalur diplomasi untuk membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina. 
Namun tulisan dan penelitian ini sama-sama memiliki satu tujuan yaitu penyelesaian 
konflik Palestina.  
Dalam karya tulis yang berjudul Diplomasi Indonesia Dalam Mendukung 
Palestina Menjadi Negara Peninjua di PBB Tahun 2012 oleh Saibatul Aslamiah.21 
Dalam hal ini penulis menjelaskan  bagaimana sejarah dari konflik yang terjadi antara 
Israel dan Palestina yakni berawal dari perang enam hari Arab-Israel yang  membawa 
kemenangan bagi Israel dalam menguasai berbagai wilayah. Kemudian karena 
kemenangannya, Israel menjadi negara yang kuat dan negara-negara tetangga seperti 
Mesir melakukan perdamaian dengan Palestina sehingga kekuatan Israel semakin 
bertambah. 
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Kemenangan Israel pada perang enam hari tersebut membawa Palestina 
kepada pendudukan yang dilakukan oleh Israel. Konflik yang berlangsung diantara 
kedua negara tersebut tidak dapat menemukan titik terang. Hal ini terjadi karena 
Israel memiliki hubungan erat dengan negara Amerika Serikat , sehingga Palestina 
yang hanya mendapat dukungan dari beberapa negara berkembang saja menjadi tidak 
bisa berbuat banyak untuk melawan pendudukan dari Israel atas negaranya. 
Kependudukan Israel atas Palestina membuat Palestina mengajukan permohonan 
untuk menjadi anggota PBB, namun akhirnya harus mengalami penolakan.  
Pada tahun 2012 Palestina kembali mengajukan permohonan keanggotaannya 
kepada PBB. Dalam hal ini Palestina menjadi negara peninjau agar nanti Sidang 
Majelis Umum PBB dapat memutuskan statusnya. Tulisan ini juga menjelaskan 
bagaimana Indonesia memberikan kontribusinya dalam mendukung kemerdekaan 
Palestina seperti dukungan Indonesia untuk menjadikan negara Palestina sebagai 
negara peninjau  pada tahun 2012 lewat diplomasi multilateral yang berlangsung 
selama proses Sidang Majelis Umum ke-67 tersebut. Tulisan ini relevan dengan 
penelitan karena sama-sama membahas tentang bantuan diplomasi yang diberikan 
Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. 
Pada tulisan yang berjudul Analisa Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid 







Perdamaian Palestina-Israel oleh Suhartiningtyas22 menjelaskan bagaimana Presiden 
Abdurrahmann Wahid waktu itu mengambil kebijakan politik luar negeri dengan cara 
membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tujuan dari Presiden Abdurrahman 
Wahid adalah untuk membantu mengupayakan kemerdekaan Palestina atas Israel.  
Kependudukan Israel atas Palestina dengan diwarnai oleh sikap buruk Israel 
terhadap Palestina membuat Presiden Abdurrahman Wahid bersimpati kepada 
Palestina. Kepedulian Presiden Abdurrahman Wahid tersebut membawa Indonesia 
pada kebijakan politik luar negeri untuk membuka hubungan diplomatik  dengan 
Israel. Namun kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu mendapat 
pertentangan dari rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan karena rakyat Indonesia masih 
belum mengerti atau memahami tujuan dari maksud kebijakan yang diambil oleh 
Presiden Abdurraahman Wahid. 
Penulis menggunakan Level of Analysis Individu dimana tulisan ini 
menganalisis sikap atau karakter dari Presiden Abdurrahman Wahid melalui 
kebijakan yang diambil. Presiden Abdurrahman Wahid pada masa itu berfokus 
kepada hubungan Indonesia dengan Israel dimana Indonesia juga memiliki 
kepentingan kepada Israel yaitu dalam aspek ekonomi. Indonesia menjalin hubungan 
perdagangan yang kuat dengan Israel sehingga Indonesia mendapat keuntungan dari 
hubungan diplomatik dengan Israel. Tulisan ini relevan dengan penelitian karena 
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sama-sama memberikan bantuan lewat jalur diplomasi kepada Palestina untuk 
mewujudkan perdamaian di Palestina. 
Dalam tulisan Dukungan Diplomasi Politik Indonesia Terhadap 
Kemerdekaan Palestina oleh Humphrey Wangke,23 penulis mengingatkan kembali 
kepada keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas pengaukuan 
Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal tersebut berarti telah menjelaskan bahwa telah 
terjadi perubahan pada kebijakan luar negeri AS mengenai konflik Israel-Palestina. 
Keputusan yang diambil oleh AS dilatar belakangi oleh situasi di Timur-Tengah yang 
dinilai tengah memanas. Namun bagi komunitas global, kebijakan yang diambil oleh 
AS justru akan mengancam upaya perdamaian konflik Israel-Palestina. 
Di kawasan Timur-Tengah, negara-negaranya memiliki permasalahan masing-
masing. Seperti misalnya di Afrika Utara, yaitu Tunisia, Mesir dan Libya yang tengah 
sibuk membenahi urusan dalam negeranya pasca revolusi Musim Semi Arab. Negara 
Turki sendiri juga harus berkerja keras menyelesaikan konflik internal akibat adanya 
upaya kudeta. Lain halnya dengan Arab Saudi yang harus menghadapi masalah 
internal karena adanya perebutan kekuasaan diantara para penerus tahta. Diluar dari 
masalah internal, Arab Saudi juga terlibat konflik dengan Yaman yang didukung oleh 
Iran. Dalam hal ini Arab Saudi serta Iran juga tengah mengalami konflik dengan 
Suriah.  
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Permasalahan lain yang terjadi di kawasan Timur-Tengah adalah terjadinya 
penurunan harga minyak mentah. Penurunan harga tersebut disebabkan oleh pasokan 
minyak yang berlebihan. Mengatasi permasalahan tersebut produksi diharapkan dapat 
dibatasi namun kesepakatan atas kebijakan ini seringkali mengalami kegagalan. 
Kegagalan untuk menemukan satu suara kesepakatan terjadi karena sulitnya 
mendapat persamaan suara dari masing-masing aggota OPEC. Berbagai masalah 
yang timbul menyebabkan perhatian terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina 
mengalami penurunan. Negara-negara di kawasan Timur-Tengah memiliki kesibukan 
masing-masing guna menyelesaikan konflik yang tengah terjadi dengan negaranya.  
Dalam upaya mewudujkan kemerdekaan Palestina, Indonesia telah melakukan 
berbagai upaya seperti upaya diplomasi dengan mengajak negara-negara lain untuk 
mendukung kemerdekaan Palestina. Bagi Indonesia, permasalahan yang terjadi di 
Palestina harus diselesaikan dikarenakan oleh dasar penjunjungan tinggi hak asasi 
kemanusiaan serta kemerdekaan suatu bangsa. Presiden Joko Widodo sendiri 
menyampaikan 6 poin penting terkait permasalahan konflik Israel-Palestina pada 
Konferensi Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki. Pada akhirnya diplomasi Indonesia 
tersebut menghasilkan draft resolusi yang dirancang Mesir untuk menolak pengakuan 
AS atas Jerusalem. Namun sayangnya, draft resolusi ini mengalami kegagalan.  
Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia dengan mengajak negara-negara 
lain untuk mendukung perwujudan kemerdekaan Palestina. Namun terus mengalami 







Jerusalem atas Isarel. Ketegasan AS tentang kebijakannya mengenai Jerusalem 
menjadikan perwujudan kemerdekaan Palestina terasa semakin sulit. Hambatan 
tersebut tidak menyurutkan komitmen Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan 
Palestina. Tulisan ini relevan dengan penelitian kkarena sama-sama membahas upaya 
Indonesia untuk membantu kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi. 
 Tabel 1.1 Posisi Penelitian   
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Sikap dari Pemerintah 
Indonesia dibawah 
pemerintahan Presiden Joko 
Widodo  dengan menjadi 
tuan rumah bagi KTT Luar 
Biasa Ke-5 OKI 
merefleksikan bagaimana 
orientasi kebijakan luar 
negeri Indonesia yang 
beradasrkan kepada pengaruh 
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Indonesia sebagai negara 
bebas aktif, memberikan 
kontribusinya terhadap upaya 
dalam mewujudkan 
kemerdekaan Palestina. 
Pengambilan kebijakan luar 
nnegeri Indonesia untuk 
Palestina juga mengalami 
perbedaan oleh masing-
masing Presiden yang 
memimpin Indonesia dari 
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Realisasi upaya dari 
Indonesia untuk mendukung 
perwujudan kemerdekaan 
Palestina serta penyelesaian 
konflik Israel-Palestina 
dilakukan dari berbagai 
aspek. Pada akhhirnya upaya 
dari Indonesia tersebut masih 
belum terwujud dikarenakan 
oleh berbagai hambatan dari 
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menjadikan semua level 
dalam negara Indonesia ikut 
bergerak di berbagai jalur 
untuk memberikan 
kontribusinya.  Pergantian 
pemimpin menjadikan 
mekanisme multy-track 
diplomacy yang dilakukan 
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Indonesia terus melakukan 
upaya untuk membantu 
meringankan penderitaan 
yang dialami Palestina. 
Gerakan solidaritas kepada 
Palestina tersebut dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia, 
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Mendukung Palestina 
Menjadi Negara Peninjua di 
PBB Tahun 2012 
 
 








Peran Indonesia dalam 
keberhasilan Palestina 
menjadi negara peninjau 
pada tahun 2012 melalui 
diplomasi multilateral yang 
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1.5 Landasan Teori 
1.5.1 Politik Luar Negeri dalam Pandangan Konstruktivisme  
Konstruktivisme muncul terinspirasi dari sosiologi interpretatif, yaitu teori 







tiga asumsi dasar dari teori tersebut yaitu, pertama, tindakan seseorang terhadap objek 
didasarkan pada makna yang dikandung objek tersebut, kedua, makna tersebut 
tercipta melalui interaksi sosial dan ketiga adalah makna mengalami perubahan 
melalui proses penafsiran.24 Dari ketiga asumsi dasar inilah  akhirnya 
konstruktivisme mengadopsi pemahaman tersebut dan merumuskannya untuk 
menjelaskan fenomena hubungan internasional. Dalam hal ini konstruktivisme lebih 
mencondongkan diri kepada pentingnya gagasan yang tercipta dalam membentuk 
dunia sosial. 
Kontruktivisme membangun dunia sosial atau politik internasional berdasarkan 
dari gagasan yang tercipta diantara para aktor. Gagasan tersebut yang pada akhirnya 
menjadi acuan dari aktor dalam bertindak serta mengambil keputusan. Adapun 
gagasan yang tercipta dari para aktor bersifat dinamis yang artinya bahwa gagasan 
tersebut memiliki perbedaan. Adanya perbedaan tersebut pada akhirya membuat para 
aktor menciptakan identitas masing-masing dalam dunia internasional. Dalam 
konstruktivisme, identitas dapat dikatakan sebagai variabel dependen karena 
dianggap menjadi entitas yang terkonstruksi secara sosial.25 Dari gagasan 
konstruktivisme ini akhirnya tercipta teori identitas oleh Alexander Wendt yang akan  
menganalisis dan menjelaskan fenomena perihal mengenai penelitian ini.  
 Alexander Wendt sendiri merupakan salah satu dari pemikir terkemuka dari 
konstruktivisme. Alexander Wendt berpendapat bahwa sistem internasional yang ada 
                                                          
24 Mohamad Rosyidin, 2015, The Power of Ideas, Yogyakarta : Tiara Wacana, hal. 17-18 







merupakan suatu hasil dari konstruksi sosial dan bukan karena sesuatu yang given. 
Dalam hal ini pengertian dari given adalah hukum-hukum yang ada dapat diuraikan 
melalui berbagai teori ilmiah serta dapat dibuktikan dengan penelitian ilmiah pula. 
Pengertian dari given tersebut sebelumnya diutarakan oleh kaum behavioralis dan 
kaum  positivis. Pada pemahamannya dunia sosial diartikan sebagai suatu wilayah 
yang dimana memiliki nilai yang sangat berarti bagi masyarakat yang 
membangunnya serta hidup di dalamnya. Dunia sosial tersebut juga dibentuk atau 
dibuat pada waktu serta tempat tertentu oleh masyarakat.26 
Menurut Wendt sistem anarki adalah hal yang bergantung pada interaksi oleh para 
aktor. Wendt berpendapat bahwa terdapat beberapa elemen penting pada 
konstruktivisme sosial yaitu adanya identitas, agen, aksi serta struktur. Elemen-
elemen tersebut saling berkaitan pada proses pembentukan struktur sosial yang ada.27 
Salah satu elemen tersebut yaitu identitas hingga pada akhirnya dibahas lebih lanjut 
dan menjadi suatu teori yang membangun dunia sosial politik internasional oleh para 
aktor.  
                                                          
26 Rizka Meilinda, Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional, diakses dalam http://rizka-
meilinda-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-105612-Teori%20Hubungan%20Internasional-
Konstruktivisme%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html (6/9/2018, 23:00 WIB) 











Dalam teori identitas menurut Alexander Wendt terdapat empat jenis identitas 
berdasarkan pada konteks hubungan internasional.28 Yang pertama adalah corporate 
identity atau identitas personal, ini merupakan jenis identitas yang dikategorikan 
berdasarkan pada kekhasan atau atribut tertentu yang melekat pada suatu aktor atau 
negara dimana hal tersebut membuat suatu negara menjadi lebih dikenal dengan suatu 
ciri khasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Yang kedua adalah type 
identity29  atau jenis identitas dimana suatu negara tersebut digolongkan kepada 
karakteristik atau kategori tertentu. Kategorisasi tersebut didasarkan pada unsur 
intrinsik  dari negara itu sendiri tanpa memerlukan definisi situasi terhadap 
lingkungan eksternal. 
Type identity merupakan identitas yang tercipta karena adanya karakteristik atau 
ciri khas tertentu dari aktor. Dalam hal ini aktor tersebut adalah negara. Pada 
pnegertiannya karakteristik atau kategorisasi tersebut didasarkan kepada unsur 
instrinsik dari negara itu sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Unsur 
eksternal tidak berpengaruh pada adanya kategorisasi ini. Disini unsur eksternal 
berarti bahwa unsur atau lingkungan yang ada diluar dari aktor tersebut atau dari 
negara tersebut.  Negara ini tidak memerlukan dukungan atau pengaruh dari aktor lain 
atau negara lain. Karakter yang ada merupakan ciri khas dari aktor atau lingkungan di 
dalam negara itu sendiri. Pada akhirnya ciri khas ini menjadi suatu karakteristik atau 
kategorisasi tersendiri bagi negara tersebut. 
                                                          
28 Ibid., hal.50  







 Mengenai type identity didasarkan kepada pendapat Wendt bahwa situasi atau 
kondisi politik internasional  tidak terjadi begitu saja. Di dalamnya terdapat aktor 
yang berperan satu sama lain untuk membentuk identitas masing-masing. Pada 
akhirnya kondisi tersebut membentuk suatu sistem negara dengan para aktor yang 
memiliki perannya tersendiri. Berawal dari kasus perdebatan mengenai identitas 
Jerman yang menjadi aktor internasional setelah adanya perang dingin. Analisis 
Wendt mengenai identitas kemudian menghasilkan pemikiran bahwa pembentukan 
identitas dapat terjadi dari dua arah, yaitu top bottom ataupun bottom up . Dimana 
identitas tersebut terbagi menjadi berbagai jenis atau kategori berdasarkan dari latar 
belakang para aktor itu sendiri.30 
Identitas jenis ketiga adalah role identity atau identitas peran,31 identitas ini 
tercipta dari hasil interaksi suatu negara dengan negara lain. Dalam hal ini negara 
tersebut melihat dirinya sesuai dengan peran atau pandangan negara lain terhadap 
possisi atau kedudukan dari negara tersebut. Yang keempat adalah collective 
identity,32 ini merupakan jenis identitas dimana identitas tersebut terbentuk 
berdasarkan pada kesamaan pikiran atau perasaan dari para  aktor atau antar negara. 
Dalam hal ini identitas tersebut didasarkan kepada rasa solidaritas suatu kelompok. 
Mengenai collective identity, identitas ini terbentuk oleh suatu proses yang 
diperankan oleh para aktor yang memiliki hubungan tertentu kemudian bergabung 
                                                          
30 Stefano Guzzini and Anna Leander,2006, Constructivism and International Relations, London :   
Routledge, hal. 92-116 
31 Ibid., hal 53 







menjadi suatu kelompok. Kelompok ini pada akhirnya menciptakan identitas 
bersama. Menurut Wendt, adanya hubungan diantara aktor dalam kelompok ini 
didasarkan kepada solidaritas serta saling ketergantungan diantara aktor. Wendt 
menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor pembentuk identitas kolektif. Faktor 
tersebut adalah pertama adanya interaksi antar negara, kedua adalah faktor struktural 
antarnegara yang dimana identifikasi oleh para aktor sebagai kawan yang akhirnya 
menciptakan identitas kolektif. Terakhir adalah faktor komunikasi antarmegara. 
Dimana komunikasi yang baik akan menciptakan suatu hubungan yang positif.33 
Berdasarkan teori  identitas diatas maka dapat disimpulkan bahwa teori  identitas 
memiliki sifat yang dinamis karena identitas tersebut berasal dari berbagai macam 
bentuk interaksi yang terjalin. Teori  identitas dapat dikatakan memiliki pengaruh 
dalam pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara, dalam hal ini dapat 
dinyatakan bahwa teori  identitaslah yang menjadi dasar dari hubungan persahabatan 
antara Indonesia dan Palestina. Identitas tersebut tercipta karena terdapat dua faktor 
utama yaitu latar belakang sejarah di masa lalu dan agama. Sedangkan jika 
didasarkan pada jenisnya maka penelitian ini  termasuk dalam jenis type identity 
dimana hubungan Indonesia dengan Palestina terjalin karena adanya faktor sejarah 
serta nilai-nilai yang sama diantara negara mereka 
                                                          
33 Fitri Kamelia Margareth, Mohammad Rosyidin dan Tri Cahyo Utomo, Identitas Dalam Hubungan 
Internasional : Dilema Kebijakan Luar Negeri Finlandia Dalam Krisis Ukraina 2014, diakses dalam 







Faktor-faktor ini merupakan suatu kategorisasi. Dimana kategorisasi merupakan 
derivasi dari identitas personal unsur intrinsik dari suatu negara. Pada interaksi 
internasional, unsur intrinsik menjadi faktor suatu faktor yang mempengaruhi 
interaksi. Baik literature mengenai ideologi yang dianut oleh negara tersebut menjadi 
kategori dasar dari identitas suatu negara. Identitas negara ini akhirnya menjadi suatu 
ciri khas tertentu yang dikenal di dunia internasional.  
Perihal mengenai latar belakang sejarah di masa lalu, Indonesia merupakan 
negara yang di masa lalu pernah menjadi negara jajahan dari bangsa lain, begitu pula 
Palestina yang dijajah oleh Israel. Sehingga dengan adanya persamaan nasib inilah 
maka Indonesia dan Palestina menjadi saling memahami penderitaan yang dirasakan 
oleh negara yang dijajah. Pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka 
Palestina menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang mengumumkan 
kemerdekaan Indonesia sehingga dalam hal ini Indonesia menjadi sangat terbantu 
dalam proklamasi kemerdekaannya pada saat itu.  
Dalam hal ini Palestina masih mengalami penjajahan oleh Israel sehingga 
Indonesia tidak berhenti dalam memberikan dukungan dan bantuan bagi kemerdekaan 
Palestina mengingat hal tersebut juga pernah dilakukan oleh Palestina kepada 
Indonesia di masa lalu. Terkait mengenai latar belakang sejarah inilah maka terbentuk 
hubungan yang kuat antara Palestina dan Indonesia. Diantara keduanya terdapat 
persamaan nasib sebagai negara yang terjajah. Dalam hal ini Palestina juga memiliki 







Indonesia merasa wajib untuk membantu kemerdekaan Palestina yang masih belum 
tercapai. 
 Faktor yang lainnya adalah mengenai agama. Identitas agama dapat 
dinyatakan menjadi faktor penguat karena Palestina merupakan negara Muslim dan 
Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas Muslim,34 sehingga tercipta 
hubungan persaudaraan yang kuat antara sesama umat islam diantara dua negara 
tersebut. Di Palestina sendiri terdapat mesjid Al-Aqsa dimana merupakan masjid 
yang disucikan oleh umat islam di dunia karena dalam Al-Qur’an yang merupakan 
kitab suci umat islam menjelaskan bahwa Allah berfirmaan mengenai perjalanan 
Nabi Muhammad yang dari masjid Al-Aqsa Nabi Muhammad SAW langsung naik ke 
langit dan menerima perintah sholat dari Allah SWT, yang dimana peristiwa tersebut 
dinamakan Isra Mi’raj.  
Sehingga adanya latar belakang dari identitas agama yang sama yakni islam, dan 
juga karena di Palestina terdapat bangunan suci umat islam maka diantara Palestina 
dan Indonesia tercipta hubungan persahabatan yang kuat. Sebagai negara dengan 
mayoritas penduduk beragama islam, Indonesia tentu saja tidak akan membiarkan 
saudara sesama Muslimnya mengalami penderitaan karena konflik yang berlangsung 
di Palestina. Oleh karena itu Indonesia sangat bersimpati kepada Palestina dan selalu 
memberikan dukungannya terhadap kemerdekaan negara tersebut. 
                                                          
34 Angga Indrawan, Inilah 10 Negara dengan Populasi Muslim terbesar di Dunia, diakses dalam 
http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-







Penelitian mengenai Peran Indonesia dalam Mewujudkan Kemerdekaan Palestina 
Melalui Konsul Kehormatan RI di Ramallah ini juga termasuk ke dalam jenis 
collective identity. Jenis identitas ini tercipta karena adanya kesamaan pikiran atau 
perasaan oleh para aktor tersebut, dalam hal ini aktornya adalah negara. Terdapatnya 
persamaan tersebut menimbulkan rasa solidaritas antar masing-masing negara. Rasa 
solidaritas yang terjalin menciptakan bentuk kepedulian antar masing-masing negara 
sehingga mereka akan saling memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan adalah 
dalam bentuk moril maupun materil sebagai wujud dari kepedulian yang diberikan 
oleh satu sama lain 
Pertemanan yang erat antara Indonesia dengan Palestina menimbulkan persamaan 
perasaan diantara keduanya. Sebagai negara yang pernah dijajah oleh bangsa lain, 
Indonesia sangat mengerti bagaimana perasaan Palestina sebagai negara yang belum 
mendapatkan kemerdekaan negaranya karena dijajah oleh Israel. Dalam hal ini 
persamaan perasaan tersebut menimbulkan sikap diantara keduanya yang akhirnya 
sangat menentang bentuk apapun dari suatu penjajahan. Sikap Indonesia dan 
Palestina yang menentang adanya bentuk penjajahan menciptakan collective identity, 
dimana hal tersebut menjadi identifikasi Indonesia bersama dengan Palestina untuk 
menyamakan kepentingan yang ingin dicapai oleh keduanya.  
Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan untuk mewujudkan kemerdekaan 
Palestina atas penjajahan dari Israel. Palestina sebagai negara yang terjajah berjuang 







pernah terjajah serta menentang penjajahan berupaya untuk membantu Palestina 
dalam mewujudkan kemerdekaannya. Collective identity adalah identitas tunggal 
yang tercipta antara Indonesia dengan Palestina karena keduanya sama-sama 
mengorientasikan kebijakan nya untuk menentang segala bentuk penjajahan. Dalam 
hal ini orientasi kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan Palestina 
adalah menghentikan penjajahan Israel atas negara Palestina. Sikap Indonesia yang 
menentang segala bentuk penjajahan juga tertuang dalam Undang-undang 1945. 
Teori identitas oleh Alexander Wendt secara umum menjelaskan tentang 
bagaiamana suatu gagasan yang tercipta dapat menjadi penentu sikap yang diambil 
oleh para aktor dalam berinteraksi. Sikap yang diambil oleh para aktor tersebut 
masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dan akhirnya menciptakan identitas diri 
yang beragam diantara para aktor. Dalam hal ini teori tersebut berkaitan dengan sikap 
yang diambil oleh Indonesia yang mengambil peran untuk membantu mewujudkan 
kemerdekaan Palestina. Atas dasar type identity serta collective identity, Indonesia 
memiliki orientasi kebijakan politik luar negeri yang melibatkan kepentingan 
Palestina di dalamnya yaitu untuk membantu terwujudnya kemerdekaan Palestina 
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1.6 Metode Penelitian 
1.6.1 Jenis Penelitian 
Dalam skripsi ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian 
kualitatif dimana jenis penelitian ini menggunakan metode analisis, dimana penulis 
akan menganalisis berbagai kemungkinan atau fenomena sosial yang terjadi 
berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas. Penelitian kualitatif dianggap 
lebih efektif karena penelitian jenis ini dapat mengidentifikasi  faktor-faktor yang 
sulit dinyatakan secara jelas seperti norma sosial, status sosial dan ekonomi, peran 
gender serta agama.36 Fokus utama yang akan diteliti adalah mengenai alasan 
Indonesia berperan dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui Konsul 
Kehormatan RI di Ramallah, sehingga kemudian penulis akan menganalisis apa saja 
alasan yang mendasari sikap atau perilaku dari Indonesia tersebut. 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif. 
Metode penelitian eksplanatif adalah suatu bentuk penelitian yang dapat menguji 
hubungan antar variabel, baik dua variabel atau lebih. Untuk mengetahui apakah 
suatu variabel berasosiasi atau tidak dengan variabel lainnya, apakah suatu variabel 
disebabkan atau dipengaruhi atau tidak oleh variabel lain.37 
 
                                                          
36 Family Health International, Qualitative Research Methods : A Data Collector’s Field Guide, 
diakses dalam http://www.ccs.neu.edu/course/is4800sp12/resources/qualmethods.pdf (22/3/2017, 
19.13 WIB) 







1.6.2 Variabel dan Tingkat Analisa 
Untuk menjelaskan dan menganalisis mengapa Indonesia berperan dalam 
mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui Konsul Kehormatan RI di Ramallah 
dalam hal ini penulis menggunakan konsep identitas oleh Alexander Wendt. Dalam 
hal ini variabel dependent atau yang akan diteliti adalah alasan Indonesia berperan 
dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui Konsul Kehormatan RI di 
Ramallah sedangkan variabel independen atau yang mempengaruhi unit analisa 
adalah peran Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui Konsul 
Kehormatan RI di Ramallah. 
 Aktor yang berperan pada unit analisa adalah negara-bangsa dengan unit 
ekplanasinya adalah negara-bangsa. Dalam hal ini, hubungan keduanya tersebut  
merupakan model dari korelasionis. Model korelasionis adalah dimana unit analisa 
dan unit eksplanasinya sama. Sehingga dalam hal ini tingkat analisa dari tulisan 
mengenai peran Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan RI melalui Konsul 
Kehormatan RI di Ramallah adalah di tingkat negara-bangsa. 
 
1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 
1.6.3.1 Batasan Waktu 
Untuk mempermudah penulisan skripsi dan agar lebih terarah, maka penulis 







yakni pada tahun 2014 hingga 2016. Konsul Kehormatan RI di Ramallah berdiri pada 
tahun 2016 sehingga hal ini yang mendasari batasan waktu dari penelitian.  
 
1.6.3.2 Batasan Materi 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian 
dengan memfokuskan pada fenomena yang akan dibahas, yaitu mengenai analisis 
tentang mengapa Indonesia berperan dalam membantu mewujudkan kemerdekaan 
Palestina melalui Konsul Kehormatan RI di Ramallah, dimana dalam hal ini akan 
diteliti lebih lanjut mengenai apa saja alasan oleh Indonesia sehingga Indonesia 
bersedia untuk berperan dalam membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina 
melalui Konsul Kehormatan RI di Ramallah berdasarkan kepada sudut pandang 
konstruktivisme.  
 
1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library 
research) dimana berbagai data atau informasi yang akan dikumpulkan dan 
digunakan sebagai dasar dari penelitian ini adalah melalui berbagai literatur, arsip-










1.6.5 Teknik Analisa Data  
Pada penelitian mengenai Peran Indonesia Dalam Mewujudkan Kemerdekaan 
Palestina Melalui Konsul Kehormatan RI di Ramallah, penulis menggunakan teknik 
analisa data Induktif. Teknik analisa data Induktif adalah penelitian tersebut aktif 
dalam mengembangkan teori yang digunakan. Dalam hal ini penulis akan 
mengidentifikasikan atau menggambarkan sifat dari suatu fenomena serta 




Indonesia berperan dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui Konsul 
Kehormatan RI di Ramallah berdasarkan kepada type identitiy adalah didasari atas 
dua faktor yaitu faktor sejarah dan faktor agama, yakni agama islam. Dalam faktor 
sejarah, hubungan Indonesia dengan Palestina telah terjalin erat sejak Palestina 
menjadi negara pertama di Timur Tengah yang menyiarkan berita kemerdekaan 
Indonesia. Dalam faktor agama, mayoritas penduduk Indonesia adalah agama islam. 
Kesamaan dari mayoritas agama islam dari kedua negara tersebut menimbulkan 
simpati bagi Indonesia untuk membantu Palestina yang mendapat banyak  kerugian 
akibat dari  konflik yang terjadi dengan Israel. 
                                                          








 Berdasarkan kepada collective identity, jalinan pertemanan yang erat antara 
Indonesia dengan Palestina membuat  Indonesia memiliki persamaan perasaan 
dengan Palestina. Persamaan perasaan tersebut yaitu perasaan sama-sama pernah 
merasakan penjajahan oleh bangsa lain di negaranya. Akhirnya tercipta identitas 
tunggal diantara keduanya yaitu merupakan kesamaan kepentingan yang ingin 
dicapai.Indonesia dan Palestina sama-sama ingin menghentikan kependudukan Israel 
di Palestina dan mewujudkan kemerdekaan Palestina. Indonesia juga memiliki 
komitmen untuk menentang segala bentuk penjajahan yang ada berdasarkan kepada 
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Berdirinya Konsul Kehormatan RI di 
Ramallah diharapkan dapat membantu usaha Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. 
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